Moderat : Jurnal llmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 11, Nomor 1, Februari 2025 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 28 Oktober 2024, Reviewed 20 Januari 2025, Publish 28 Februari 2025 (139-164)

E-PURCHASING: LANGKAH NYATA PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Eny Suryani?, Kandung Sapto Nugroho?, Juliannes Cadith?

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia:*?3
E-mail: 7775230001 @untirta.ac.id *

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di
Indonesia melalui e-purchasing sebagai upaya mendukung Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Penelitian ini dilakukan dengan
metode kualitatif berbasis kajian literatur, di mana sumber data utama berasal dari
berbagai dokumen ilmiah dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa e-purchasing berperan penting dalam meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan, serta mendorong penggunaan
produk lokal oleh pemerintah. Selain itu, penerapan e-purchasing juga mampu
meningkatkan daya saing produsen lokal di pasar domestik dan internasional. E-
purchasing merupakan langkah strategis dalam mencapai kemandirian ekonomi
nasional melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Beberapa
tantangan di masa mendatang terkait implementasi e-purchasing dalam
mendukung program P3DN dapat dijadikan mitigasi risiko untuk keberhasilan
program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui e-purchasing

Kata Kunci: Pengadaan, E-Purchasing, Produk Dalam Negeri

ABSTRACT

This article explores the transformation of government procurement of goods and
services in Indonesia through e-purchasing as an effort to support the Domestic
Product Use Improvement Program (P3DN). The research is conducted using a
qualitative method based on literature review, where the main data sources come
from various scientific documents and related regulations. The results show that e-
purchasing plays an important role in improving transparency, accountability, and
efficiency of the procurement process, as well as encouraging the use of local
products by the government. In addition, the implementation of e-purchasing is also
able to increase the competitiveness of local producers in domestic and
international markets. E-purchasing is a strategic step in achieving national
economic independence through optimizing the use of domestic products. Some
future challenges related to the implementation of e-purchasing in supporting the
P3DN program can be used as risk mitigation for the success of the Increasing the
Use of Domestic Products through e-purchasing program.
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PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) telah memberikan
dampak yang serius terhadap aspek
kesehatan dan juga perekonomian
nasional baik dari sisi permintaan
maupun penawaran. Seiring dengan
berkembangnya pandemi, pemerintah
Indonesia menerapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) guna
menekan penyebaran virus, namun
kebijakan ini secara tidak langsung
mengakibatkan ~ penurunan  drastis
dalam aktivitas ekonomi. Pandemi juga
mengganggu  rantai  pasok  dan
menurunkan permintaan konsumen,
yang semakin membebani
perekonomian. Pada tahun 2020,
pertumbuhan  ekonomi  Indonesia
mencatatkan penurunan yang cukup
signifikan, yaitu sebesar -0,27 (BPS
Indonesia, 2021).

Di  sisi  lain,  kebijakan
pemerintah “Bangga Buatan
Indonesia/BBI” dalam  menghadapi

pandemi turut mendorong konsumsi
produk dalam negeri. Berbagai langkah
strategis diterapkan, seperti kampanye
belanja produk lokal yang bertujuan
untuk mendukung pemulihan ekonomi
nasional. Nurhayati & Dewi Setyawati
(2022)mencatat bahwa inisiatif ini
menjadi faktor penting dalam menekan
dampak ekonomi akibat pandemi,
karena membantu mempertahankan
kelangsungan  usaha  kecil  dan
menengah serta melindungi lapangan
kerja. Dengan membangun budaya
konsumsi  produk dalam negeri,

pemerintah  berupaya menciptakan
sistem ekonomi yang lebih kuat dan
tangguh, serta lebih siap menghadapi
potensi krisis di masa mendatang.
Dengan adanya kebijakan ini,

diharapkan akan mendorong
kemandirian dan stabilitas ekonomi
nasional melalui optimalisasi

penggunaan Produk Dalam Negeri
(PDN) sehingga produksi produk lokal
meningkat dan stabilitas ekonomi
terjaga (Isnaeniah et al., 2022; Pratama,

2022). Disamping kebijakan BBI,
pemerintah  juga mencanangkan
Program P3DN (Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri)
yang bertujuan untuk memberdayakan
industri dalam negeri dan
mengoptimalkan Produk Dalam Negeri
(PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ) (Apriani et al., 2023)

Sebagai salah satu metode
pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (e-procurement), e-
purchasing merupakan sebuah langkah
maju di Indonesia. Kemajuan TIK
menyebabkan proses  pengadaan
barang/jasa tidak bisa dilepaskan dari
teknologi. E-purchasing adalah
prosedur pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik (Ahmaddien,
2022). Melalui katalog, penyedia dapat
mendaftarkan produk dan layanan
mereka untuk ditampilkan kepada
instansi  pemerintah dan pengguna
Barang/Jasa Pemerintah dapat memilih
barang Produksi Dalam Negeri yang
disediakan oleh penyedia lokal dalam
rangka pelayanan terhadap publik.
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Beberapa artikel dengan kata
kunci P3DN dan e-purchasing yang
dicari  melalui  google  scholar
diantaranya vyaitu penelitian  oleh
(Angraini et al., 2024; Dwitami, 2023;
Ismail et al., 2024; Ramadannisa, 2023;
Saragih et al., 2023; Utiarahman et al.,
2021) (Ramadannisa, 2023; Saragih et
al., 2023) menguraikan implementasi
kebijakan e-katalog di beberapa daerah.
Penelitian yang dilakukan  oleh
(Zulmawan, 2022, 2023) terkait
efektivitas serta dampak implementasi
kebijakan penggunaan produk dalam
negeri melalui PBJ. Penelitian oleh
(Apriani et al., 2023) tentang faktor
yang menentukan terhadap pencapaian
peningkatan penggunaan produk dalam
negeri (P3DN), dengan e-Procurement

sebagai variabel moderasi. Strategi
dalam meningkatkan P3DN di LKPP
diteliti oleh (Saragi et al., 2023).

Pengaruh e-katalog terhadap UMKM
diteliti oleh (Igbal, 2020; Nasution &
Nurhayati, 2022; Prikustiawan &
Priyanto, 2023; Suryono et al., 2022)
Kebijakan P3DN didasarkan
pada beberapa peraturan perundang-
undangan, salah satunya adalah
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah untuk menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Indonesia
dalam Pelaksanaan Pengadaan

KAJIAN PUSTAKA
E-Purchasing

Barang/Jasa  Pemerintah.  Dengan
keluarnya Inpres tersebut, menjadi
kebijakan afirmatif dan kesempatan
bagi para pelaku industri dalam
meningkatkan daya saing melalui
peningkatan penggunaan PDN (Saragi,
2023). Dengan terbitnya Inpres ini, PBJ
Pemerintah berfokus terhadap
peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, produk UMKM dan koperasi
dengan meningkatkan jumlah produk
lokal tayang dalam katalog serta
mempercepat pembentukkan katalog
sektoral serta katalog lokal pada
K/L/PD. Dengan demikian, diharapkan
tranformasi pengadaan di Indonesia dari
semula lebih banyak menggunakan e-
tendering  berubah  menjadi  e-
purchasing  dapat  mengakselerasi
program Peningkatan Produk Dalam
Negeri (P3DN).

Berdasarkan uraian
permasalahan di atas, artikel ini
berfokus untuk mendeskripsikan dan

menganalisis bagaimana proses
transformasi PBJ melalui e-purchasing
dapat mendukung program
Peningkatan ~ Penggunaan  Produk

Dalam Negeri (P3DN). Adapun tujuan
dari penelitian ini yakni melakukan
analisis proses transformasi PBJ yang
dilakukan pemerintah Indonesia dalam
upaya produk lokal dapat menjadi tuan
rumah di negeri sendiri.

Pengadaan publik adalah
pengadaan barang dan jasa di sektor
publik  pemerintah  (Thai, 2009).

Halaman | 141


https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat

Moderat : Jurnal llmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 11, Nomor 1, Februari 2025

Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat

ISSN: 2442-3777 (cetak)
ISSN: 2622-691X (online)

Submitted 28 Oktober 2024, Reviewed 20 Januari 2025, Publish 28 Februari 2025 (139-164)

Beberapa keuntungan dari pengenalan
e-procurement yang dapat ditemukan
dari berbagai penelitian dimaksudkan
untuk menghindari atau meminimalisir
tindakan disfungsional dari para pelaku
pengadaan (Ningsih et al., 2015; Zahra
et al., 2017). Pendanaan untuk kegiatan
pengadaan barang dan jasa dapat berasal
dari APBN atau hibah. E-purchase
adalah sebuah penemuan yang dibuat
oleh pemerintah untuk mengatasi
masalah pengadaan barang dan jasa
yang besar. E-purchase merupakan
bentuk pengadaan barang dan jasa yang
mekanismenya mirip dengan sistem
belanja online, untuk melengkapi
metode pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang sebelumnya hanya
terdiri dari  penjualan, pelelangan
selektif, pelelangan umum, penunjukan
langsung, pengadaan langsung, dan
sayembara (Zahra et al., 2021).
Instruksi Presiden No.1 Tahun
2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan
PBJP, disebutkan bahwa K/L/PD wajib
menggunakan e-purchasing terhadap
barang.jasa yang dimuat dalam katalog
elektronik sesuai dengan kebutuhan.
LKPP diminta untuk melakukan
percepatan pengembangan sistem untuk
e-procurement dan penerapan e-
purchasing yang berbasis e-catalogue
(Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2015
Tentang  Percepatan  Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
2015). Sedangkan pasal 107 Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015
menjelaskan  bahwa  e-purchasing
merupakan bagian dari pengadaan

secara elektronik untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas,
meningkatkan kualitas proses
pengadaan, meningkatkan akses pasar
dan persaingan yang sehat, mendorong
proses dan persaingan usaha yang sehat,
mendorong proses pengawasan dan
audit, serta memenuhi kebutuhan akan
akses informasi secara real-time
(Nugroho et al., 2015). E-Purchasing
yaitu pembelian barang jasa melalui
katalog elektronik dan toko daring
(Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
2021)

E-katalog juga memiliki beberapa
kelebihan yang dapat menguntungkan
penggunanya. Beberapa keuntungan
dari penggunaan e-katalog adalah
(Akbar et al., 2023):

1. Memastikan bahwa spesifikasi teknis
barang/jasa yang dipesan dan harga
yang ditawarkan sama. Artinya, user
tidak wajib membuat spesifikasi
teknis karena spesifikasi teknis dapat
diambil dari katalog.

2. Pencatatan terhadap keseluruhan

proses e-purchasing yang telah
dilaksanakan. Dengan demikian
dapat memudahkan proses

pemantauan dan evaluasi.

3. Percepatan penyediaan barang atau
jasa di sektor publik sehingga proses
pelayanan  kepada  masyarakat
berjalan dengan baik.

4. Penghematan dalam hal biaya serta
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waktu karena keseluruhan proses
dilakukan secara online.

5. Memberikan kemudahan kepada
K/L/PD, dalam proses pengadaan
barang dan jasa.

6. Dokumen pengadaan disediakan
secara online dan dapat menghemat
penggunaan kertas.

7. Terbentuknya market nasional yang
lebih jelas, terarah, dan terukur.

8. Percepatan penyerapan anggaran
olen karena pengadaan dapat
berjalan lebih cepat.

9. Kecurangan serta korupsi dapat

diminimalisir oleh karena transaksi
dapat dimonitoring oleh masyarakat
serta lebih transparan.
Produk Dalam Negeri
Dalam rangka mengembangkan
dan meningkatkan daya saing industri
dalam  negeri, pemerintah  telah
mengeluarkan kebijakan pemberdayaan
industri berdasarkan Peraturan
Pemerintah ~ No. 29 Tahun 2018.
Pemberdayaan industri adalah upaya
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang dilakukan secara terencana,
terarah, dan terukur untuk
memampukan dan  memandirikan

pelaku industri secara partisipatif dalam
rangka meningkatkan daya saing
industri nasional. Salah satu
implementasi dari kebijakan tersebut
yang mendukung industri dalam negeri
adalah adanya kewajiban  untuk
menggunakan produk dalam negeri.
Produk Dalam Negeri adalah
barang dan jasa, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan, yang

diproduksi  atau dikerjakan oleh
perusahaan penanaman modal dan
produksi yang menggunakan seluruh
atau sebagian tenaga kerja dalam negeri,
warga negara Indonesia, dan prosesnya
menggunakan  bahan baku atau
komponen yang seluruhnya atau
sebagian berasal dari dalam negeri
(Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2018 Tentang Pemberdayaan Industri,
2018).

Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) bertujuan untuk membangun
kepercayaan terhadap kekuatan bangsa
sendiri, mampu menghasilkan produk
berkualitas internasional dengan harga
yang kompetitif sehingga dapat
meningkatkan kecintaan dan
kebanggaan terhadap produk dalam
negeri serta mampu mewujudkan cita-
cita untuk menjadi negara industri yang

tangguh, mandiri, berdaya saing
internasional dengan struktur industri
yang kuat pada tahun  2035.

Optimalisasi penggunaan produk dalam
negeri diharapkan dapat menjamin
kemandirian dan kestabilan
perekonomian nasional, dimana sektor
industri akan menjadi penggerak
perekonomian nasional, menjadikan
Indonesia sebagai negara produsen
bukan negara importir, memiliki
kekuatan untuk mempercepat
penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri Indonesia secara
menyeluruh, vyang pada akhirnya
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia secara adil dan
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merata serta memperkokoh ketahanan
nasional (Kamesworo et al., 2022).

Di Indonesia, kebijakan
penggunaan PDN dalam PBJ telah
diatur sejak tahun 2003 melalui
Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20
Tahun 2003 tentang  Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Dijelaskan bahwa
kebijakan umum pemerintah dalam

METODE

Penelitian ini  menggunakan
jenis  penelitian kualitatif  melalui
penelitian  kepustakaan.  Penelitian
kepustakaan  adalah  serangkaian
penelitian tentang cara mengumpulkan
data kepustakaan atau penelitian yang

subjeknya adalah  berbagai jenis
informasi kepustakaan (buku,
ensiklopedi, jurnal ilmiah, Kkoran,

majalah, dan dokumen) (Arikunto,
2014). Penelitian kepustakaan atau
kajian literature merupakan adalah jenis
penelitian yang mengevaluasi atau
meninjau secara kritis pengetahuan, ide,
atau penemuan yang ditemukan dalam
literatur berorientasi akademik (atau
literatur berorientasi akademik), serta
mendefinisikan kontribusi teoritis dan
metodologisnya untuk topik tertentu(Ali
& Limakrisna, 2013). Fokus penelitian
adalah menemukan berbagai teori,
artikel, ide terkait yang digunakan untuk
merumuskan jawaban atas pertanyaan
penelitian. Data yang telah
dikumpulkan, dianalisis secara
deskriptif kemudian dijabarkan supaya
dapat dimengerti oleh pembaca.

PBJ, yaitu meningkatkan penggunaan
PDN, rancang bangun dan
perekayasaan nasional. Dengan
sejumlah sasaran, yaitu meningkatkan
lapangan kerja dan mengembangkan
industri dalam negeri agar terjadi
peningkatan daya saing barang/jasa
PDN pada perdagangan internasional
(Saragi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Franscesco & Alford (2016)
menguraikan bahwa salah satu area
penting dalam manajemen keuangan
publik adalah pengadaan barang dan
jasa. Keuangan negara atau keuangan
publik ~ dan  pengadaan  publik
merupakan dua konsep yang saling
terkait. Keuangan publik mencakup
pengelolaan dan penggunaan sumber
daya keuangan pemerintah, sedangkan
pengadaan publik berkaitan dengan
proses pengadaan barang dan jasa yang
dilaksanakan oleh pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan publik. Ekonomi
Indonesia berkembang secara materil
maupun non materil oleh karena
Indonesia masuk ke dalam salah satu
negara yang sedang berkembang di
dunia, untuk memenuhi kebutuhan
tersebut dilakukan pengadaan barang
dan jasa.

Salah satu kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia
adalah usaha mikro kecil dan menegah
(UMKM). UMKM ini berkontribusi
pada penyerapan tenaga  Kkerja,

Halaman | 144


https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat

Moderat : Jurnal llmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 11, Nomor 1, Februari 2025

Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat

ISSN: 2442-3777 (cetak)
ISSN: 2622-691X (online)

Submitted 28 Oktober 2024, Reviewed 20 Januari 2025, Publish 28 Februari 2025 (139-164)

pembentukan PDB, nilai ekspor, dan
investasi nasional (Suryono et al.,
2022). Arahan Presiden Joko Widodo
terkait Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJP) diantaranya yaitu :

meningkatkan  Penggunaan  Produk
Dalam Negeri, meningkatkan porsi
usaha mikro, kecil dan koperasi,
memastikan transparansi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,
mengupayakan  efisiensi belanja
pemerintah serta mempercepat

penyerapan anggaran pemerintah. Hal
ini dijadikan fokus oleh karena setiap 40
T belanja PDN akan memiliki dampak
terhadap penyerapan 2 juta orang tenaga
kerja serta pertumbuhan ekonomi dapat
meningkat 1,5-1,8% (Indonesia, 2023)
Pengadaan barang dan jasa
pemerintah menghabiskan anggaran
yang signifikan. Sebagai pembeli
terbesar di negara ini, pemerintah harus
membuat kebijakan pengadaan barang
dan jasa untuk mendukung dan
memfasilitasi pencapaian  tujuan
ekonomi. Mengembangkan kebijakan
untuk pemberdayaan di tingkat kecil,
menengah, dan besar merupakan salah
satu taktik yang dapat dilakukan
pemerintah di sektor pengadaan.
Keputusan pengadaan barang dan jasa
pemerintah Indonesia selalu dikaitkan
dengan kebijakan yang dirancang untuk
meningkatkan penggunaan produksi
dalam negeri. Selain untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan fisik dan
menjamin ketersediaan barang dan jasa,
pengadaan barang dan jasa pemerintah
juga berfungsi untuk mempercepat

pertumbuhan industri dalam negeri
(Tjoanda, 2023).
Peningkatan pengadaan

barang/jasa dapat dilakukan dengan
memberikan prioritas pembelian produk

dalam negeri, sehingga mendorong
inovasi dalam kebijakan yang terkait
dengan permintaan pengadaan
barang/jasa. Langkah-langkah
pemaksaan dilakukan untuk
memastikan bahwa pengadaan

barang/jasa dapat berjalan secara efektif
dan efisien, baik dalam proses maupun
hasil, dengan mendorong penggunaan
produk dalam negeri. Meningkatkan
penggunaan produksi dalam negeri
merupakan kebijakan umum PBJP
dalam rangka meningkatkan
perekonomian dalam negeri, melalui
peningkatan Gross National Product
(GNP) sehingga kesejahteraan rakyat
meningkat (Azwar, 2016)

Gambar 1. Dasar Hukum Penggunaan
Produk Dalam Negeri
(Sumber : Laporan LKPP 2024)

Kondisi pandemi Covid-19 yang
sangat berdampak pada komunitas
global. Salah satu aspek yang
membutuhkan perhatian segera adalah
dimensi  ekonomi  oleh  karena
penurunan daya beli masyarakat. Aspek
ekonomi merupakan komponen yang
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berhubungan dengan hampir setiap
aspek kehidupan manusia. Oleh karena
itu, pemerintah  terdorong untuk
mengembangkan pendekatan strategis
baru untuk mengatasi krisis, tidak
terkecuali Indonesia. Dalam konteks
negara kepulauan Indonesia yang sangat
luas, salah satu strategi utama untuk
mempercepat pemulihan ekonomi pasca
pandemi dipercayakan kepada
pemerintah daerah karena mereka telah
memiliki otonomi untuk mengelola
pendapatan dan pengeluaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah merupakan salah satu
upaya untuk menggairahkan kembali
roda  perekonomian masyarakat.
Penggunaan anggaran negara baik
APBN maupun APBD terkait erat
dengan Pengadaan barang/jasa sektor
publik (Pawe et al., 2024; Septiany,
2024).

Dalam  rangka  percepatan
pemulihan kondisi perekonomian agar
segera bangkit dari keterpurukan pasca
pandemi Covid-19, Presiden
mengeluarkan Instruksi Presiden No.
2/2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan

Produk Usaha Mikro, Kecil, dan
Koperasi dalam rangka mendukung
Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  (PBJP).  Implementasi
Inpres ini dalam PBJP menjadi landasan
hukum yang menerapkan peraturan
perundangan yang telah disebutkan di

atas untuk memaksimalkan penggunaan
produk dalam negeri.

Peningkatan target penggunaan
produk dalam negeri harus dibarengi
dengan upaya perbaikan ekosistem,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan
dalam negeri. Inpres No. 2/2022
diharapkan dapat mendorong setiap
instansi pemerintah untuk mempercepat
penggunaan dan pengembangan produk
dalam negeri, khususnya dari usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi, serta
mendukung  tercapainya  Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia
dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah.  Selain itu,
Inpres ini juga memberikan instruksi
langsung dari Presiden kepada para
Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk
mengarahkan  Organisasi  Perangkat
Daerah (OPD) untuk membeli produk
dalam negeri melalui katalog lokal atau
platform belanja daring (Kristanti et al.,
2024).

Dalam Inpres ini, Presiden
menginstruksikan agar menyusun peta
jalan strategi untuk mempercepat
peningkatan penggunaan PDN dan
produk UMKM serta koperasi dan juga
menyusun peta jalan peningkatan
jumlah PDN yang tayang dalam katalog
elektronik. Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah juga
mengamanatkan ~ agar  pemerintah
daerah mengalihkan belanja secara
manual ke belanja secara elektronik

(Indonesia, 2022). Pemerintah
berkomitmen mempercepat dan
memprioritaskan produk yang
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dihasilkan oleh UMKM  untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dengan mengalokasikan
dan merealisasikan 40 persen dari nilai
anggaran belanja. Pemerintah juga
memberikan ruang bagi produk lokal di
pasar digital melalui aplikasi katalog

elektronik (e-katalog) yang
dikembangkan oleh Lembaga
Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Pusparini et al., 2024)
Seluruh kepala daerah diminta
menindaklanjuti Inpres tersebut dengan
mengeluarkan kebijakan di daerah
masing-masing dan membentuk tim di

daerah masing-masing untuk
mempercepat  pelaksanaan  Inpres
tersebut. Tim tersebut melibatkan

beberapa SKPD yang menjadi leading
sector dalam pelaksanaan Inpres
tersebut. Bagian Pengadaan
Barang/Jasa merupakan salah satu tim
yang bertugas untuk mengelola sistem
katalog lokal melalui aplikasi SPSE
(Ramadannisa, 2023; Saragih et al.,
2023). Industri lokal didorong untuk
masuk kedalam e-katalog dengan
memetakan  produk yang dapat
diproduksi dari dalam negeri (Igbal,
2020).

Setelah  keluarnya Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
penggunaan e-purchasing menjadi lebih
lazim. Ini didasarkan pada Pasal 50 ayat
(5), yang menyatakan bahwa pengadaan
melalui e-purchasing wajib digunakan
untuk barang/jasa yang memenuhi
kebutuhan nasional dan/atau strategis

yang ditetapkan oleh menteri, kepala
lembaga, atau kepala daerah. Ini
didukung oleh teori bahwa pasar online,
atau e-commerce, adalah tempat di
mana pembeli dan penjual berkumpul
melalui situs web. Saat ini, e-commerce
ini sedang marak di Indonesia(Serfiani
etal., 2013).

Katalog elektronik terutama
ditujukan untuk memfasilitasi penjualan
digital produk-produk unggulan bagi
perusahaan-perusahaan dalam negeri.
Katalog elektronik telah berkembang
dari yang terbatas pada katalog nasional
dan sektoral menjadi katalog elektronik
lokal (Pawe et al., 2024). (Sjafaat &
Santosa, 2019) menyimpulkan bahwa
kebijakan katalog daerah cenderung
meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas
pengeluaran pemerintah. Pencapaian ini
sejalan dengan Peraturan Presiden
(Perpres) No. 54 tahun 2010. Namun,
kebijakan ini masih belum mencapai
hasil yang optimal karena adanya
keterlambatan dalam penyediaan dan
pengiriman barang dan jasa, tidak
adanya anggaran khusus untuk personil
yang bertanggung jawab atas tugas
tersebut, indikasi penggelembungan
harga, dan kasus-kasus barang yang
hilang.  Sederhananya, dibutuhkan
profesionalisme yang lebih besar untuk
mencapai hasil yang optimal.

Banyak produk UMKM yang
ditawarkan  olen  aplikasi  yang
dikembangkan oleh LKPP ini, termasuk
barang dan jasa yang diperlukan oleh
pemerintah pusat dan daerah (Pemda).
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Dalam e-katalog ini terdapat tiga
etalase, yaitu e-katalog nasional yang
dikelola oleh LKPP, e-katalog sektoral
yang dikelola oleh kementerian, dan e-
katalog lokal yang dikelola oleh
pemerintah daerah. Keberadaan
pemerintah daerah setempat dalam
mengembangkan  e-katalog  lokal
bermanfaat dalam rangka mendorong
dan memberdayakan UMKM di
berbagai daerah agar naik kelas dan
berdaya saing dengan produk impor,
serta sekaligus mengembangkan usaha
kecil menjadi menengah hingga
menjadi besar (Widiyanti & Widnyani,
2023).

Perpres Nomor 16 Tahun 2018
tentang PBJP, yang telah diamandemen
dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021,
mengalami  perubahan yang cukup
signifikan, seperti pemerintah yang
diwajibkan untuk menggunakan produk
dalam negeri. Termasuk PDN dalam
bidang konstruksi. Amandemen ini
difokuskan pada urgensi penguatan
penggunakan katalog elektronik dan
toko daring (e-purchasing) untuk
mendukung penggunaan produk dalam
negeri dan produk UMKM, perlunya
inovasi dalam PBJP dan percepatan
proses pengadaan.

Hal ini diperkuat juga dengan
Keputusan Kepala LKPP No. 122
Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Katalog Elektronik
Lampiran | poin E.2, E-purchasing
Katalog yang dilaksanakan dengan
metode negosiasi, dalam persiapannya
dengan urutan: penyusunan spesifikasi

teknis, prioritas penggunaan produk
dalam negeri, prioritas penggunaan
produk dari penyedia dengan kualifikasi
usaha kecil serta Kkoperasi, dan
pengumpulan referensi harga (LKPP,
2022). Dengan demikian, kebijakan
pengadaan secara e-purchasing
mengutamakan Produk Dalam Negeri

dalam hal barang/jasa yang mau
diadakan.
Berdasarkan data yang

dianalisis dari (SIRUP) dan (SPSE),
diketahui bahwa terdapat peningkatan
dalam perencanaan penggunaan Produk
Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pada
tahun 2019, 2020, dan 2021 yang
didapatkan dari pelaku pengadaan di
K/L/P/D serta realisasi total PDN pada
tahun 2021(Kamalia & Susanty, 2023)

Presentase Rencana Penggunaan PDN
terhadap Total Pagu Anggaran pada
Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2018 -
2021

88% 819% 86%

100%
50% 24%

0%
Rasio/Persentase

2018 m2019 2020 w2021

. Gambar 2. Perbandingan data
perencanaan penggunaan PDN dengan
pagu anggaran
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Perbandingan Realisasi Total PDN 2021
2021

()
35.007.157.943.974 5,55%

200.000.000.000.000  400.000.000.000.000 ¢

REALISASI PDN 2021 NILAI

Gambar 3. Realisasi Nilai PDN
terhadap Nilai Kontrak TA
2021

Berdasarkan gambar 1 dapat
dianalisis bahwa terlihat peningkatan
yang siginifikan pada  rencana
penggunaan PDN pada tahun 2019 ke
atas dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun berdasarkan gambar 2, nilai
realisasi total PDN pada tahun 2021
meleset jauh dari rencana awal.

Dalam upaya mendorong
industri dalam negeri, pemerintah juga
mengharapkan proyek-proyek yang
dilaksanakan dalam PBJ, banyak yang
menggunakan barang dan jasa dari
dalam negeri (Zakaria et al., 2023) atau
yang lebih dikenal dengan istilah PDN,
kandungan lokal atau produk dalam
negeri. Lebih lanjut, persyaratan PDN

merupakan kebijakan yang
diberlakukan oleh pemerintah yang
mewajibkan perusahaan untuk

menggunakan barang dan jasa yang
diproduksi dan disediakan di dalam
negeri (OECD, 2019).

Penggunaan PDN adalah
pemilihan preferensi pengadaan yang
berorientasi pada barang/jasa dalam

negeri. Peningkatan PBJ dalam negeri
merupakan salah satu strategi dalam
kebijakan PBJ. Siklus PBJ, dimulai dari
pemilihan  spesifikasi  barang/jasa,
pemilihan  penyedia  barang/jasa,
kontrak, pelaksanaan dan pemeliharaan.
Setiap siklus tersebut mempromosikan
barang/jasa yang menggunakan sumber
daya dalam negeri (Wells & Hawkins, 2010)

Inpres Nomor 2 Tahun 2022,
juga merupakan salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah dalam rangka
Percepatan  Program  Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN). Instruksi ini menyatakan
bahwa penggunaan Katalog Elektronik
untuk  meningkatkan  penggunaan
produk dalam negeri dan UMKM.
Instruksi ini menyebabkan terjadinya
perubahan yang signifikan dalam hal

penayangan  produk di  katalog
elektronik. Pemangkasan proses bisnis
penayangan  produk di  katalog

elektronik nasional dari semula 8 tahap
menjadi hanya 2 tahap saja, percepatan
proses pencantuman produk pada
katalog elektronik sektoral serta katalog
lokal.

Penggunaan e-purchasing,
khususnya melalui e-catalogue,
merupakan langkah nyata dalam
meningkatkan  penggunaan  produk
dalam negeri. Sistem ini

memungkinkan produk-produk lokal
untuk lebih mudah diakses oleh instansi
pemerintah. Dengan adanya kebijakan
prioritas pada produk dalam negeri
dalam e-catalogue, pemerintah
mendorong penggunaan barang dan jasa
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lokal, yang pada gilirannya mendukung
pertumbuhan industri dalam negeri.
Berikut beberapa hal yang mendukung
transformasi digital pengadaan secara e-
purchasing dalam mendukung program
P3DN diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan Transparansi

E-purchasing melalui katalog
elektronik merupakan salah satu
alternatif utama untuk  proses
pengadaan yang cepat, mudah, dan
cepat, mudah, dan transparan bagi
para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah. Keberadaan e-
purchasing bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan kinerja
pelaku  usaha dalam  negeri,
menciptakan iklim usaha yang
kompetitif, mendorong
pengembangan  kualitas  produk
dalam negeri, dan menciptakan harga
produk yang wajar sesuai pasar
(Suryono et al., 2022; Yuhanah & Rohana,
2021).

Di Indonesia, e-purchasing
menjadi  bagian  dari  strategi
pemerintah  untuk  meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam
pengadaan, serta  mendukung
Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN).
Penggunaan Produk Dalam Negeri
menjadi hal krusial saat ini, dan
pengadaan melalui e-purchasing
merupakan metode yang paling
direkomendasikan untuk memilih
barang/jasa. Berdasarkan Perpres
Nomor 12 Tahun 2021, UMKM
mendapat kemudahan dalam

menjalankan pemasaran barang dan
jasa  melalui  mekanisme E-
Purchasing dengan sistem Katalog
Elektronik atau yang biasa dikenal
sebagai E-Katalog. Sistem E-Katalog
juga mampu menunjang pengadaan
pemerintah pada era perkembangan
teknologi dan tujuan organisasi yang
lebih transparan dan aksesibel
sehingga terjadi check and balance
(Setyowati et al., 2023)
E-purchasing menungkinkan
pemerintah  untuk  menyediakan
informasi terkait kebutuhan
pengadaan secara online sehingga
penyedia lokal mudah untuk
mengakses informasi dan turut serta
dalam PBJ Pemerintah. Transparansi
memungkinkan penyedia lokal dapat
bersaing dengan dengan penyedia
asing sehingga dapat meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri.
Sistem pengadaan tradisional tidak
memungkinkan  penyedia  lokal
memiliki kesempatan yang sama
dalam mengakses informasi.
Kemudahan lain dari katalog
elektronik adalah mendukung upaya
pemerintah  dalam memudahkan
pencatatan  transaksi  pengadaan
barang dan jasa pemerintah secara
elektronik (Pawe et al., 2024).
E-Katalog diharapkan dapat
membantu kementerian, lembaga,
dan lembaga pemerintah dalam
proses pengadaan barang dan jasa,
memastikan  spesifikasi  teknik
barang dan jasa yang dipesan dan
harga yang ditawarkan seragam, dan
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memastikan ~ bahwa  informasi
mengenai barang dan jasa selalu up
to date dan transparan. Dengan
adanya E-Katalog, diharapkan dapat
mengurangi tingkat
kecurangan(Arifin et al., 2023).

Beberapa manfaat lain dari
penggunaan e-katalog adalah klien
dan penyedia tenaga kerja dapat
sama-sama mengetahui  progres
penjualan yang dilakukan. Hal ini
merupakan salah satu  bentuk
transparansi  pelaksanaan(Akbar et
al., 2023). Eksistensi. dari proses
pengadaan barang dan jasa secara e-
purchasing via e-katalog
dimaksudkan untuk dapat transparan
dan terbuka, meminimalisir
kekurangan (Sihaloho et al., 2024)

Dengan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, e-
purchasing dapat mengurangi
praktik penipuan yang sering kali
menguntungkan produsen asing
atau penyedia yang tidak sesuai
dengan standar kualitas.
Pengurangan  penipuan  dapat
memastikan bahwa produsen lokal
yang berkualitas tinggi tidak
disaingi oleh praktik yang tidak sah,
yang dapat meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri.
. Memperluas Akses Pasar

Dengan adanya e-katalog
lokal, produk lokal dapat dikenal
oleh pemerintah daerah lain sehingga
mendorong perluasan akses pasar.
Penyedia dapat menawarkan
barang/jasa tanpa terbatas lokasi

karena digitalisasi dan kemudahan
untuk  penyedia  memasukkan
barang/jasa yang dijualnya ke dalam
katalog. Dengan demikian produk
lokal akan lebih mudah diakses oleh
instasi pemerintah dan memberikan
peluang untuk bagi Produk Dalam
Negeri untuk meningkatkan daya
saing karena kemudahan akses
terhadap pasar pemerintah.
E-catalogue juga memberikan
kesempatan bagi produsen lokal,
termasuk Usaha Kecil dan Menengah
(UKM), untuk berpartisipasi dalam
pasar  pengadaan pemerintah.
Dengan  menampilkan  produk
mereka di e-catalogue, produsen
lokal dapat menjangkau pasar yang
lebih luas dan bersaing secara adil

dengan produsen lainnya. Ini
mendukung tujuan P3DN untuk
mempromosikan dan

mengembangkan industri lokal, serta
meningkatkan daya saing mereka.

E-purchasing memperluas
akses pasar, yang dapat mendorong
kompetisi antara penyedia lokal dan
asing.  Kompetisi  ini  dapat
menghasilkan harga yang lebih
kompetitif dan kualitas produk yang
lebih tinggi. Kompetisi yang lebih
dapat mendorong produsen lokal
untuk meningkatkan kualitas produk
dan efisiensi operasional, yang pada
akhirnya meningkatkan daya saing
mereka di pasar.

Produsen kecil dan menengah
(UKM) sering kali kesulitan untuk
bersaing dalam pasar tradisional. E-
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purchasing memberikan platform
yang lebih inklusif, memungkinkan
UKM untuk berpartisipasi dan
menawarkan produk mereka kepada
pemerintah. Dengan memberikan
akses yang lebih luas ke pasar, e-
purchasing dapat meningkatkan
kesempatan bagi UKM untuk
menangkap proyek pemerintah, yang
pada  akhirnya meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri.
. Efisiensi Proses

E-katalog adalah  aplikasi
belanja online yang dikembangkan
oleh LKPP dengan cara
menyediakan  berbagai  macam
produk dari berbagai penyedia
barang/jasa yang dibutuhkan oleh
pemerintah. Fitur e-katalog
memberikan efisiensi bagi penyedia
karena mereka tidak perlu datang
langsung ke lokasi hanya untuk
mencari informasi mengenai katalog
dan penyedia cukup mengakses
laman yang ditampilkan. Dalam
melakukan aksesnya, penyedia juga
diberikan  banyak  kemudahan.
Misalnya, tidak perlu melakukan
proses login untuk melihat informasi,
dan lain sebagainya. E-catalogue
bermaksud untuk bekerja sama
dengan otoritas publik baik di pusat
maupun daerah terkait dengan
pengambilan hak tenaga kerja dan
produk (Purba et al., 2023).

E-purchasing dapat
menghemat waktu para pelaku
pengadaan di K/L/PD, mulai dari
tahap persiapan yang relative mudah,

proses pemilihan yang singkat dan
kepastian ~ terhadap  perolehan
barang/jasa (Darmawan, 2022).
Efisiensi dalam pelaksanaan PBJP
dimana hanya diperlukan Surat
Pesanan pada saat pembelian
barang/jasa (Mangkona et al., 2018).

Dalam hal Sumber Daya
Manusia, e-purchasing dilakukan
oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai
transaksi < 200 juta dan untuk > 200
juta dilakukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen. Hal ini menciptakan
efisiensi dari sisi SDM dan juga
mempersingkat proses  birokrasi
yang terkadang ruwet dan memiliki
banyak hambatan(Mangkona et al.,
2018)

E-katalog lokal dapat
menghemat anggaran serta proses
pengadaan menjadi lebih cepat dan
efisien (Prikustiawan & Priyanto, 2023;
Sipayung et al., 2024) Dalam hal ini,
efisiensi dan kenyamanan aplikasi e-
purchasing menjadi tolok ukur
penting bagi semua pengguna,
sehingga lebih  praktis dalam
bertransaksi (Ruiz-Herrera et al.,
2023).

E-catalogue menyediakan
akses yang lebih luas dan mudah bagi
instansi pemerintah untuk
menemukan dan membeli produk
dalam negeri. Dengan fitur pencarian
yang mudah dan informasi produk
yang jelas, e-catalogue
mempermudah  pengguna  untuk
memilih produk lokal sesuai dengan
kebutuhan mereka. Hal ini sejalan
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dengan  tujuan P3DN  untuk
meningkatkan penggunaan produk
lokal di sektor publik.

Dengan mengurangi
kebutuhan untuk melalui proses
tender yang panjang dan birokratis,
e-catalogue memungkinkan instansi
pemerintah untuk  melakukan
pembelian dengan lebih cepat dan
biaya yang lebih rendah. Efisiensi ini
tidak hanya menghemat anggaran
negara tetapi juga mempercepat
penyediaan barang dan jasa yang
diperlukan oleh instansi pemerintah.
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
melalui e-purchasing dengan e-
katalog diharapkan dapat menjadi
metode yang lebih dapat diandalkan
oleh para pelaksana PBJ, khususnya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dan Pejabat Pengadaan (PP) karena
prosesnya menjadi lebih cepat dan
mudah dalam melakukan pemilihan
penyedia barang dan jasa

Otomatisasi beberapa tahapan
pengadaan  dapat = mengurangi
kesalahan manusia dan
meningkatkan akurasi data, yang
dapat berdampak pada kualitas
produk yang dihasilkan oleh
produsen lokal. Kualitas produk
yang lebih tinggi dapat
meningkatkan reputasi  produsen
lokal dan meningkatkan kesempatan
mereka untuk menangkap proyek
pemerintah, yang pada akhirnya
meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri.

4. Memudahkan Pemantauan dan Audit

E-Katalog yang disusun dan
dikelola oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP) dinilai mampu
memberikan  kemudahan  dalam
proses pengadaan untuk
meminimalisir ~ kecurangan  dan
korupsi, karena semua transaksi
dapat dilihat oleh siapa saja dan
transparan (Purba et al., 2023).
Dengan menggunakan e-katalog,

pemerintah  mendapat  laporan
pembelian  barang/jasa  sehingga
memudahkan dalam  melakukan

pemantauan serta dalam proses audit
pihak internal ataupun eksternal.
Proses pemantauan dilakukan bukan
hanya terhadap realisasi anggaran
yang sudah terserap namun juga
terhadap penggunaan produk dalam
negeri

Sistem e-purchasing
memungkinkan semua proses dan
dokumen dapat diakses secara real
time oleh  pihak-pihak  yang
berkepentingan. Hal ini
memudahkan dalam hal melakukan
pengawasan dan audit. Data dapat
dikumpulkan dan dianalisis secara
elektronik, sehingga evaluasi yang
dilakukan dapat lebih akurat dan
tindakan  korektif dapat segera
dilakukan untuk mencapai target
dalam hal Peningkatan Produk
Dalam Negeri.

Dengan adanya informasi yang
terbuka dan dapat diakses oleh
publik, risiko korupsi dan praktik
tidak etis dapat diminimalisir. Setiap
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langkah dalam proses pengadaan
dapat dipantau dan diaudit dengan
lebih mudah, sehingga memastikan
bahwa keputusan pembelian
berdasarkan kualitas dan Kkinerja
produk, bukan pada faktor-faktor
lain yang tidak relevan

Berbagai Pihak yang memiliki
keinginan  melakukan  tindakan
korupsi tentunya akan mengalami
kesusahan sebab di dalam aplikasi ini
juga sudah di sajikan harga yang
harus dibayar, sehingga dalam proses
audit pun tentu dapat terlaksana lebih
mudah dan akuntabel. Seluruh
transaksi tercatat dalam e-katalog
LKPP sehingga prosesnya
transparan.  Metode  pengadaan
dengan e-katalog diharapkan dapat

mencegah terjadinya kecurangan
atau human error.
Sistem e-purchasing

memungkinkan pemantauan dan
audit yang lebih mudah. Ini dapat
membantu  memastikan  bahwa
produk dalam negeri yang diada
adalah sesuai dengan standar kualitas
dan spesifikasi yang diperlukan.
Pemantauan yang lebih ketat dapat
meningkatkan kepercayaan
pemerintah terhadap produsen lokal,
yang dapat mendorong penggunaan
produk dalam negeri.
5. Mendorong Inovasi

E-purchasing dapat
mendorong inovasi dan peningkatan
teknologi dalam produk lokal.
Dengan akses yang lebih luas ke
informasi dan pasar, produsen lokal

dapat mengembangkan produk yang
lebih  kompetitif. Inovasi  dan
peningkatan teknologi dapat
meningkatkan daya saing produsen
lokal dan mendorong penggunaan
produk dalam negeri.

I —
1646 T

5.163.729

91,0%

Gambar 4 Profll PBJP Tahun 2024
(Sumber : Laporan LKPP 2024)

Gambar 4 merupakan profil Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, 91% Rencana
Umum Pengadaan telah diumumkan
oleh K/L/PD, Dimana 71,5% adalah
pengadaan melalui penyedia sedangkan
melalui  swakelola adalah 28,5%.
Berdasarkan RUP, alokasi untuk PDN
adalah 91% atau senilai 688,8 Trilyun
dan untuk UMK adalah 55% atau senilai
413,6 Trilyun.

Gambar 5. Profil Katalog Elektronik
(Sumber Laporan LKPP 2024)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat
bahwa jumlah produk tayang di katalog
elektronik didominasi oleh PDN baik
yang yang ber TKDN ataupun tidak.
Jumlah Penyedia UMKN juga kurang
lebih 5x lipat jika dibandingkan dengan
penyedia besar. Berdasarkan hal ini
dapat disimpulkan bahwa kebijakan
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katalog dapat meningkatkan akses pasar
terhadap penyedia lokal dalam upaya
menjual barang/jasa Produk Dalam
Negeri kepada pengguna barang/jasa
pemerintah.
Jenis Produk Jumlah
el N el

3 Impor 57,454 Rp 11,2 Triliun
Total 629,143 Rp 82,3 Trilium

Gambar 6. Transaksi Belanja melalui
Katalog Elektronik Tahun 2024
(Sumber Laporan LKPP 2024)

Berdasarkan gambar 6, dapat dianalisis
bahwa transaksi belanja melalui katalog
elektronik untuk produk PDN baik ber
TKDN atau tidak senilai 6x lipat lebih
banyak dibandingkan transaksi produk
impor.

Dengan  demikian  dapat
diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan
yang massif terkait implementasi
purchasing benar dapat mendukung
program  Peningkatan = Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam upaya
produk lokal dapat menjadi tuan rumah
di negeri sendiri dan menggerakkan
roda perekenomian pasca pandemi
Covid-19.

Tantangan di Masa Depan

Meskipun e-purchasing
membawa banyak manfaat, ada
sejumlah tantangan yang perlu diatasi

untuk  memaksimalkan  potensinya
dalam mendukung P3DN, diantaranya
yaitu :
1. Komunikasi
Penerapan prosedur
penggunaan  sistem  pengadaan

barang dan jasa secara elektronik.
Penyebaran tata cara penggunaan
sistem pengadaan barang dan jasa

secara elektronik di  Indonesia
tentunya menghadapi  sejumlah
tantangan, seperti yang dialami oleh
pemerintah pusat dalam

mengimplementasikan program ini
di berbagai daerah. Luasnya wilayah
Indonesia yang terbentang dari
Sabang sampai Merauke menjadi
tantangan tersendiri dalam
melakukan penyebaran informasi,
terutama yang berkaitan dengan
sosialisasi program-program
pemerintah pusat ke setiap daerah.
Sebagai negara kepulauan yang
terdiri dari 37 Provinsi, 416
Kabupaten dan 98 Kota, dengan
budaya dan norma yang berbeda-
beda, pemerintah pusat perlu
menyiapkan strategi  komunikasi
yang tepat untuk menyebarluaskan
informasi, terutama terkait
transformasi sistem pemerintahan.
Hal ini diperlukan sebagai upaya
implementasi kebijakan e-
government yang merata dari
pemerintah pusat hingga ke tingkat
pemerintah  daerah. Salah satu
implementasi  kebijakan tersebut
terletak pada bidang pengadaan
barang dan jasa melalui sistem E-
Catalogue
2. Kesiapan Infrastruktur Teknologi
Tantangan lainnya adalah
terbatasnya akses dan infrastruktur
digital yang tersedia di Indonesia.
Hasil survei APJII  (Asosiasi
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Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia) pada tahun 2022 serta meningkatnya jumlah personal
menemukan bahwa tingkat yang memiliki Sertifikat Level 1.

penetrasi internet di Indonesia saat 4. Ketergantungan pada Sistem Manual

menggunakan sistem e-purchasing

ini mencapai 77,02% dengan jumlah
pengguna internet sebanyak
210.026.769 jiwa dari total populasi
272.682.600 jiwa pada tahun 2021
(kompas.com, 2022). Masih
banyaknya masyarakat yang tidak
memiliki  akses internet juga
berdampak pada program e-katalog
LKPP yang menjadi andalan
pemerintah Indonesia  dalam
pengadaan barang dan jasa secara
digital, sehingga kinerjanya menjadi
kurang optimal. E-katalog yang
dikelola oleh LKPP tidak hanya
berkaitan dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah.(Purba et al., 2023).

3. Kurangnya Kompetensi personil

Personil merupakan hal yang
fundamental ~dalam  suksesnya
implementasi e-purchasing pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Personil yang terlibat dalam
e-purchasing yaitu Pejabat
Pengadaan dan Pejabat Pembuat
Komitmen harus memiliki
kompetensi level 1 supaya dapat
melakukan proses PBJP secara e-
purchasing. Jumlah personil yang
memiliki  kompetensi  level 1
terbatas sehingga menyebabkan
beberapa perangkat daerah tidak
mengimplementasikan e-
purchasing (Angraini et al., 2024).
Aparatur Sipil Negara memerlukan
pelatihan untuk memahami dan

Beberapa pemerintah daerah
mungkin masih tergantung pada
sistem manual yang telah mapan.
Memindahkan ke sistem berbasis
teknologi dapat dianggap sebagai
proses yang rumit dan memerlukan
perubahan besar dalam budaya
organisasi. Hal ini menimbulkan
keengganan bagi para pelaku
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang terbiasa ke system manual dan
beralih ke system yang baru.
Diperlukan Upaya-upaya dari top
management dalam rangka
mempersuasi personal untuk dapat
beranjak dari zona nyaman dan
belajar menguasai sistem baru

5. Risiko Keamanan Siber

Sistem  e-purchasing yang
tidak terlindungi dengan baik dapat
menjadi target serangan siber yang
dapat mengganggu operasional
system dan mencuri data yang
sensitif. Perlindungan data sensitif
dan menjaga integritas sistem
adalah tantangan utama yang perlu
diatasi. Kelemahan dalam perangkat
lunak atau system keamanan yang
tidak diperbaharui dapat
disalahgunakan oleh penjahat siber
untuk mendapatkan akses yang
tidak sah.

KESIMPULAN
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Penelitian ini menyoroti peran
penting e-purchasing dalam
transformasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah di Indonesia sebagai bagian
dari upaya mendukung Program
Peningkatan ~ Penggunaan  Produk
Dalam Negeri (P3DN). E-purchasing
memiliki  dampak nyata dalam
meningkatkan  akses  pasar  bagi
penyedia lokal, Kkhususnya dalam
konteks Produk Dalam Negeri (PDN)
dalam mendukung Program
Peningkatan ~ Penggunaan  Produk
Dalam Negeri (P3DN). Kebijakan e-
purchasing yang diterapkan dapat
mempercepat proses pengadaan barang
dan jasa, serta mendorong penggunaan
produk lokal, yang pada gilirannya
dapat menggerakkan perekonomian
pasca pandemi COVID-19. E-
purchasing meningkatkan transparansi
proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, memperluas akses pasar
bagi para penyedia UMKM dan
koperasi, meningkatkan efisiensi proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
memudahkan pemantauan dan proses
audit oleh pihak internal maupun
eksternal serta mendorong penyedia
lokal untuk berinovasi terhadap produk
dalam negeri yang diproduksinya agar
dapat bersaing di pasar global.

Data yang diolah olen Lembaga
Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah menyatakan bahwa terdapat
peningkatan yang cukup signifikan di
tahun 2024 dalam hal Rencana Umum
Pengadaan (RUP), jumlah produk yang
tayang dalam katalog serta transaksi

PDN yang nilainya jauh diatas transaksi
produk impor. Dengan demikian
kebijakan e-purchasing merupakan
salah satu langkah nyata yang diambil
pemerintah dalam upaya meningkatkan
penggunaan Produk Dalam Negeri.
Kemandirian ekonomi nasional dapat
dicapai melalui optimalisasi
penggunaan produk dalam negeri
Namun  demikian,  terdapat
beberapa tantangan di masa mendatang
yang harus diatasi untuk
memaksimalkan  potensinya dalam
mendukung P3DN, diantaranya yaitu
terkait komunikasi yang lebih massif
kepada pemerintah daerah di wilayah
Indonesia mengingat luasnya wilayah

Indonesia,  kesiapan infrastruktur
Teknologi Informasi, kurangnya
kompetensi  personil yang  bisa

melaksanakan e-purchasing,
ketergantungan terhadap sistem manual
serta risiko keamanan siber. Hal ini
merupakan salah satu mitigasi risiko
dalam upaya percepatan program P3DN
melalui e-purchasing.

Untuk pengembangan
penelitian berikutnya, disarankan untuk
melakukan studi empiris yang lebih
mendalam  mengenai dampak e-
purchasing terhadap kinerja UMKM di
berbagai  sektor  industri,  serta
efektivitas kebijakan P3DN di tingkat
daerah. Selain itu, penting untuk
mengeksplorasi lebih lanjut tantangan
dan  peluang digitalisasi  dalam
pengadaan barang dan jasa, terutama
dalam  konteks peran teknologi
informasi dalam mendukung
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keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi.
Penelitian  lanjutan  juga  dapat
difokuskan pada analisis perbandingan
dengan negara lain yang telah sukses
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